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BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PUSKESMAS SE-KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 116

ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, serta agar
sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan
Layanan Umum Daerah Puskesmas Se-Kabupaten
Padang Pariaman dapat dilaksanakan secara tertib,
efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu
menyusun pedoman sistem akuntansi dan pelaporan;

bahwa  berdasarkan  Pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan
Bupati tentang Pedoman Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Puskesmas Se-Kabupaten Padang Pariaman;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3898);

3.Undang-Undang.....

[
lll'd r



PARAF KOORDINAS

SEKDA | A

ﬂ!fE:" zﬂlﬁ”"H
u ﬁ"‘.i -*u .

M
-
ul

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4187);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Puskesmas Se-Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5072);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3164);

11.Peraturan.....
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5268);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008
tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Badan Layanan Umum;

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran
2018;

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 21 Tahun
2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PUSKESMAS SE-KABUPATEN PADANG
PARIAMAN



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.

4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD
adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah
Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten yang Dbertanggungjawab
menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja.

6. Pimpinan adalah Pimpinan Puskesmas Se-Kabupaten Padang Pariaman

v 7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa
yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

8. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat
BPK RI adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara.

9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD
adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis vang sehat untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sepagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

10. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah
organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

11. Rencana Bisnis Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut RBA BLUD adalah
dokumen perencanaan bisnis dan pengangaran tahunan yang berisi
program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-
BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus
kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa vang akan dihasilkan dan
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Puskesmas.

Serdgpatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD
ng/tenambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan
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Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi
ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.

Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar
untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional
BLUD.

Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip
akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Profesi Akuntansi Indonesia dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.

Sistem Akuntansi BLUD Puskesmas adalah serangkaian prosedur manual
maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan BLUD
Puskesmas.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan
laporan keuangan Pemerintah.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
atau peristiwa lainnya pada saat transaksi atau peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atay dibayar.

Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang
dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh
penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD Puskesmas
berupa Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, Laporan
Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan
yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer,
surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih /kurang pembiayaan anggaran
yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu
periode.

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk
dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan
aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan.

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah Suatu laporan keuangan yang
merupakan gabungan dari keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan
atau entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal,

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan mengenai
aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi
tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang
disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran/ Laporan Operasional, Neraca,
Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Bagan akun standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan
dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan
pelaksanaan anggaran, serta pembukuan pelaporan keuangan pemerintah.
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28. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang
diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan
dokumen sumber yang sama.

29. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan
lengkap tentang capaian kinerja yang berisikan ringkasan keluaran dari
masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program
yang disusun dalam RBA.

BAB II
STANDAR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Pasal 2

(1) BLUD Puskesmas sebagai entitas akuntansi, menerapkan standar akuntansi
pemerintah yang digunakan untuk konsolidasi Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah.

(2) BLUD Puskesmas sebagai entitas pelaporan keuangan, menerapkan standar
akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi
Indonesia untuk manajemen bisnis vang sehat.

BAB 111
SISTEM AKUNTANSI
Pasal 3

(1) Sistem akuntansi sebagai entitas akuntansi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) menggunakan sistem akuntansi pemerintah yang
diberlakukan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah.

(2) Sistem akuntansi sebagai entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) menggunakan jurnal penyesuaian penyajian pada pos-pos
laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

(1) Periode akuntansi BLUD Puskesmas meliputi masa 1 (satu) tahun mulai
tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

(2) Sistem akuntansi keuangan BLUD Puskesmas mencakup Bagan Akun
Standar dan Jurnal Penyesuaian.

BAB IV
PELAPORAN KEUANGAN
Pasal 5
(1) Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan
pelayanan, BLUD Puskesmas menyusun dan menyajikan:
1. Laporan Keuangan; dan
) 2. Laporan Kinerja.
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(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan disertai
dengan Laporan Kinerja.

Pasal 6
(1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disajikan sesuai
dengan sistem akuntansi yang diterapkan BLUD Puskesmas yaitu sebagai

entitas akuntansi dan sebagai entitas pelaporan.

(2) Laporan Keuangan sebagai entitas akuntansi, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari:

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja;
Laporan Operasional;

Neraca;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Catatan atas Laporan Keuangan.

Poaoop

(3) Sistem akuntansi sebagai entitas pelaporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari:

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja;
Laporan Operasional;

Neraca;

Laporan Arus Kas;:

Laporan Perubahan Ekuitas;

Catatan atas Laporan Keuangan.
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(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a,
huruf ¢, huruf d, dan huruf e adalah sama kecuali pada huruf b yaitu laporan
operasional sebagai entitas akuntansi memasukkan pendapatan dan biaya
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Negara sesuai Bagan Akun
Standar BLUD.

(5) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan mapping
akun diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan BLUD setelah disetujui
dan disahkan oleh Bupati,

" BAB V

AUDIT LAPORAN KEUANGAN
Pasal 7

(1) Sebagai entitas akuntansi, laporan keuangan diaudit oleh BPK RI sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan Pemerintah Daerah.

(2) Sebagai entitas pelaporan, laporan keuangan diaudit oleh auditor independen
yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas dengan persetujuan Bupati.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang
Pariaman.

Ditetapkan di  Parit Malintang
pada tanggal 3! Yesgmber 2018

BUPATI PADANG IAMAN,

rd

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 3) Pesember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN g
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BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR AS



